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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan faktor-faktor seperti good 

governance, sistem pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran yang 

selanjutnya akan dilakukan uji pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah di Kabupaten Samosir. Pada penelitian ini, sampel yang 

digunakan adalah seluruh pejabat berpangkat Eselon II dan Eselon III pada 32 

SKPD di Kabupaten Samosir, dan penelitian ini memperoleh data sampel sejumlah 

140 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Good Governance berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Samosir. Hal ini 

berarti semakin baik penerapan good governance di instansi pemerintah 

daerah maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah dalam pelayanan publiknya kepada masyarakat. 

2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Samosir. 

Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian internal dalam instansi 

pemerintah daerah maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah daerah dalam proses penyiapan laporan 

keuangannya yang akan memberikan kepastian yang layak dalam 
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pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah di Kabupaten 

Samosir. 

3. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Samosir. Hal ini 

dikarenakan hasil yang belum konsisten yang menandakan bahwa masih 

terdapat sasaran anggaran yang belum jelas yang mungkin disebabkan 

oleh pelaksana anggaran tidak atau belum termotivasi untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan sehingga terjadinya penurunan dalam 

akuntabilitas kinerjanya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian dan dua hipotesis yang 

diajukan menyatakan bahwa good governance, dan sistem pengendalian internal 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah sedangkan satu hipotesis ditolak. Walaupun demikian, tetap 

masih terjadi permasalahan seperti yang telah disebutkan pada latar belakang yaitu 

penyalahgunaan kekuasaan berupa kasus pungli oleh mantan Kepala Dinas 

Pendidikan dan kasus Korupsi oleh mantan Sekretaris Daerah yang mengakibatkan 

kerugian kepada negara dan masyarakat. Hal ini mungkin terjadi diakibatkan oleh 

faktor seperti kurangnya transparansi pada setiap keputusan oleh pemerintah yang 

seharusnya menyediakan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik, 

terbukti seperti pengeluaran dana siaga darurat covid-19 yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dan tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh mantan Sekda 

Samosir. Ini dapat menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan 
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mempengaruhi nilai SAKIP yang akan mempersulit Kabupaten Samosir untuk 

memperoleh nilai A untuk tahun ke depannya. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam proses pengumpulan data di mana 

tiap SKPD tidak berlokasi di satu tempat, melainkan menyebar di beberapa lokasi 

yang jaraknya cukup jauh, belum lagi dikarenakan akses jalan yang belum memadai 

di beberapa kecamatan. Peneliti juga mengalami kesulitan dalam menghubungi 

pejabat eselon yang punya banyak kesibukan atau sedang melakukan perjalanan 

dinas keluar kota. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya terutama yang ingin melakukan penelitian 

serupa agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, 

serta dapat mengambil sampel yang lebih banyak dari penelitian ini. 

2. Saran kepada pihak instansi pemerintah daerah sekiranya penelitian ini 

dapat menjadi masukan dalam peningkatan kejelasan sasaran anggaran 

untuk memperjelas penetapan tujuan anggaran agar mempermudah 

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan 
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perbaikan secara terus menerus dalam hal transparansi dan tanggung 

jawab pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah 

agar dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan 

masukan penting bagi pengelola dan pelaksana anggaran di tiap SKPD 

di Kabupaten Samosir bahwa good governance, sistem pengendalian 

internal bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

4. Diharapkan juga melalui penelitian ini dapat memotivasi tipa SKPD di 

Kabupaten Samosir agar bisa meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya 

sehingga target opini wajar tanpa pengecualian bisa tercapai bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
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